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ABSTRACT

Framework Convention On Tobacco Control (FCTChigrnational treaty that effort
tobacco control for healthy world under WHO. Indsiaehas not yet ratified FCTC
so far the impact which will be accepted Indonedias not ratified the treaty into
national law while many state in the world that hetffied and observe what strategic

steps that should be taken in regard by Indonesian.
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A. Pendahuluan

Salah satu bentuk perwujudan dalam memelihara lgamukerja sama antar
negara dituangkan dalam bentuk perjanjian (intéona¥). Pengaturan yuridis
tentang perjanjian internasional ini telah dikddiBikan melalui Konvensi Wina
1969 tentang Hukum Perjanjian.

Pengertian Perjanjian Internasional menurut Konvéfina 1969 ialah suatu

persetujuan internasional yang diadakan antararaegggara dalam bentuk yang

! Yudha Bhakti Ardhiwisastrajukum Internasional: Bunga Ramp&enerbit PT Alumni,
Bandung, 2003. Hal.106



tertulis dan diatur oleh hukum internasional, bakg berupa satu instrumen tunggal
atau berupa dua instrumen yang saling berkaitapatanemandang apapun juga
namanyd. Menurut Statuta Mahkamah Internasional dalam p&&layat 1,
Perjanjian Internasional merupakan salah satu sutmbleum internasiondl.Pada
umumnya hukum internasional diartikan sebagai himapudari peraturan-peraturan
dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengafoungan antara negara-

negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidumasyarakat internasiotial.

Indonesia merupakan salah satu negara yang sudayakbamelakukan
perjanjian internasional, baik itu bilateral maupuailtilateral dan sudah banyak pula
yang diratifikasi menjadi undang-undang ataupunukegan presiden. Namun ada
beberapa perjanjian internasional yang tidak dikasi oleh Indonesia, karena
berbagai alasan. Selain Konvensi Wina 1969, sa&imga adalah Kerangka Kerja
Konvensi Pengendalian Tembakétramework Convention on Tobacco Control)
yang selanjutnya akan disebut FCYang diprakasai oleh Badan Kesehatan Dunia
(World Health OrganizatiotWHO).®

WHO telah mengeluarkan FCTC yang merupakan peajanjiternasional,
efektif berlaku sejak tanggal 27 Februari 2005.dmch artikel 3 FCTC, konvensi
tersebut bertujuan untuk melindungi generasi saiadan yang akan datang dari
kehancuran kesehatan, konsekuensi sosial, lingkudga ekonomi yang diakibatkan
oleh rokok dan paparan asapfiya.

2 | Wayan Parthianajukum perjanjian Internasional Bagian Renerbit Mandar Maju,
Bandung, 2002. Hal.14

® Mochtar Kusumaatmadija dan Etty R. Agdesngantar Hukum Internasiond®T. Alumni,
Jakarta: 2003. Hal.114

* Boer MaunaHukum Internasional: Pengertian Peranan dan Furipaiam Era Dinamika
Global, Edisi Kedua, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, 2010.

® http://www.who.int/fctc/cop/sessions/new_treatyitetiex.html (terakhir di akses, 20
Desember 2012)

®WHO Framework Convention on Tobacco Control, F8ikth World Health Assembly.



Indonesia merupakan negara ketiga dengan jumlatkgerterbesar di dunia
setelah Cina dan Indialengan jumlah perokok di Indonesia sebanyak 4,8f61d3
milyar orang di duni&.Indonesia pun menjadi salah satu negara dengakqerya
merupakan anak-anak dibawah umur, sekitar satuajuék-anak dibawah umur 16
tahun sudah merokok. Buruknya sepertiga dari andkrlesia mencoba merokok
sebelum umur 10 tahdn.Data Global Youth Tobacco Survey (2006-2009)
menyebutkan bahwa prevalensi perokok remaja yangsekelah usia antara 13-15
tahun meningkat dua kali lipat selama kurun wakital3un terakhir, yaitu 2006-
2009:°

Di sisi lain Indonesia merupakan negara denganontag perokok di
Indonesia (92%) mengonsumsi kretek yang merupadeskrtradisional yang dibuat
dari tembakau, kuncup cengkeh, dan bumbu sausylaifg dibuat tradisional oleh
tangan maupun oleh mesin. Indonesia juga negabas@r kelima pasar tembakau
berdasarkan volume penjualan. Di bidang produksipmesia merupakan salah satu
negara produsen tembakau terbesar di dunia. Pada 2009 Indonesia berhasil
memproduksi tembakau sebanyak 181.319ton.

Dari sektor tenaga kerja, secara keseluruhan indieshbakau menyerap
tenaga kerja sekitar 4.154 juta tenaga kerja, da@8)77% diserap kegiatan usaha
tani termasuk pasca-panen, sedangkan tenaga kegatdr pengolahan rokok hanya
menyerap sekitar 6,23%.Lebih rincinya 1,25 juta orang telah menggantungka

hidupnya bekerja di ladang cengkeh dan tembakayuthOorang terlibat langsung

" http://www.who.int, Report on Global Tobacco Epite. (terakhir diakses pada tanggal 21
Februari 2013)

8 http://www.antaranews.com/berita/313477/jumlahsfaek-indonesia-terbanyak-ketiga-di-
dunia (terakhir diakses pada 21 Februari 2013)

® Menurut ABC News dalam Theweek.com/article/indé@209/indonesias-smoking-babies-
epidemic (terakhir diakses 25 Februari 2013)

19 \www.depkes.go.id/index.php/berita/press-releasidafierokok-membahayakan-
kesehatan-dan-merugikan-perekonomian-masyarak&itetrakhir diakses pada 28 Februari 2013)

“Herjuno Ndaru Kinasitet.al, Tembakau, Negara dan Keserakahan Modal Asing,
Indonesia Berdikari, Jakarta, 2012 Hal.69

2 Herjuno Ndaru Kinasihet.al Op.Cit.,Hal.78



dalam industri rokok, dan 24,4 juta orang terlisacara tidak langsung dalam

industri rokok*3

B. Rumusan M asalah

1. Apakah yang diatur dalam Kerangka Kerja Konvensngeeadalian
Tembakau Framework Convention On Tobacco Conj#ol

2. Apakah Dampak Negatif Belum Diratifikasinya Keraagkerja Konvensi
Pengendalian Tembaka&ramework Convention On Tobacco Conjrol
bagi Indonesia?

3. Apakah Dampak Positif Belum Diratifikasinya KeraagKerja Konvensi
Pengendalian Tembakatrémework Convention on Tobacco Control)

bagi Indonesia?

C. Pembahasan
1. Pengaturan Perjanjian I nternasional di Indonesia
Perjanjian internasional yang dibuat antar negaatur dalamvienna

Convention on the Law of Treaties 198®nvensi Wina 1969). Konvensi ini
berlaku pada 27 Januari 1980. Konvensi ini memapemngkat peraturan
komprehensif mengenai pembentukan, penafsiran dangakhiran
perjanjian** Sebelum adanya Konvensi Wina 1969 yang mengahiarig
Perjanjian Internasional antar negara baik bilatenaupun multilateral,
perjanjian internasional diadakan berdasarkan asas-sepertgood faith,
pacta sunservanddan perjanjian tersebut terbentuk ateassentdari negara-
negara di dalamny®&.Di samping ketiga prinsip ini, masih terdapat iR

13 M.kompasiana.com/post/bisnis/2011/06/01/paradmniksi-rokok-pemasok-rp-627-triliun-
apbn-2011/ (terakhir diakses pada 28 februari 2013)

4 Huala Adolf,Hukum Ekonomi Internasional Suatu PenganiiF.RajaGrafindo Persada,
Jakarta, 1997. Hal.103

15 Ade Pratiwi SusantyTinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Daerah dalsti@embuat
Perjanjian Internasional di IndonesiaSkripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2010l. 4&



prinsip hukum umum lainnya yang juga menjadi laadaglari hukum

perjanjian internasional.

Konvensi ini sudah mulai berlaku efektif padaggel 27 Januari
1980, namun hingga sekarang Indonesia belum mkaatikonvensi tersebut,
sehingga tidak terikat kepada isi konvensi terseldamun karena ketentuan-
ketentuan konvensi tersebut telah menjadi hukumakeahn internasional,
sehingga dalam praktek isi konvensi tersebut mdaktimau mengikat

Indonesia®

Meski Indonesia tidak meratifikasi konvensi térgte dalam Undang-
Undang Dasar 1945 terdapat landasan hukum pembypatganjian yaitu
dalam pasal 11 yang menyatakan bahwa “Presideradgregsetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat paidardan perjanjian
dengan negara lait” Setelah itu dikeluarkanlah Surat Presiden RI
No0.2826/HK/60,22 Agustus 1960 tentang Pembuatanamgem dengan
negara lain sebagai usaha untuk menjelaskan katerfasal 11 Undang-
Undang Dasar 194%.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tent@arjanjian
Internasional yang mengatur lebih lanjut tentangapgan internasional yang
diatur sebelumnya pada Pasal 11 Undang-Undang D& dan Surat
Presiden No0.2826/HK/60. Undang-Undang Nomor 20 haR004 tentang
Perjanjian Internasional menjadi pedoman bagi led@n untuk membuat
perjanjian internasional dengan negara lain maupganisasi internasional

hingga sekarang.

% Huala Adolf,0p.Cit.,Hal.103
" Boer MaunaQp.Cit, Hal.163
8 pid.,



2. Pengaturan Pengendalian Tembakau di Indonesia
Hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi Keftea Konvensi
Pengendalian Tembakau, namun Indonesia sudah rkiepdiaturan yang
mengatur tentang pengendalian tembakau di dalanering@itu dalam
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keseldstam pasal 113-
116 yang berisi tentang Pengamanan Produk TembsMzagai Zat Adiktif

bagi Kesehatan.

3. Segjarah Pengendalian Tembakau di Indonesia

Pada masa Pemerintahan B.J.Habibie didirikan rirokomunikasi
Nasional di bawah naungan Badan Obat dan MakaremgKtrian Kesehatan
sebagai wadah konsolidasi antara LSM dan staf petakrdalam isu kontrol
tembakau. Lebih lanjut, regulasi pemerintah untuéntiol tembakau
ditetapkan pada tanggal 5 Oktober 1999 dengan khsalya Peraturan
Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang PengamanakokR bagi
Kesehatan yang merupakan peraturan pelaksana #&asdhdang-Undang
Nomor 23 Tahun 1992.

Pada masa Presiden Abdurahman Wahid, Peraturameripéah
Nomor 81 Tahun 1999 di amandemen ke Peraturan HeateMNomor 38
Tahun 2000 yang mana ketentuan tentang periklanapedunak serta
terdapat batas waktu implementasi pasal tentandukeyan tar dan nikotin

dalam kemasan rokok.

Namun ketentuan ini tidak lugas dan tidak disedanksi. Lalu
diperbaharui lagi oleh Peraturan Pemerintah Nom@r Thhun 2003?
Amandemen yang ketiga ini diadopsi oleh Presidegavati. Amandemen
ini menghilangkan pasal tentang kandungan tar daotin. Sebagai gantinya,

setiap produk rokok harus melalui uji coba di latorium terakreditasi.

%Titon Slamet KurniaHak atas Derajat Kesehatan optimal sebagai HAMhdionesia
Penerbit Alumni, Bandung, 2007. Hal.153



Dan Peraturan Pemerintah yang terbaru mengaturtang
pengendalian tembakau adalah Peraturan Pemerimtaio™NLO9 Tahun 2012
tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Abgtupa Produk
Tembakau Bagi Kesehatan yang disahkan pada ta2ggBlesember 2012.
Peraturan Pemerintah ini merupakan aturan untukekasn seluruh lini
industri tembakau, mulai dari produksi, pemasanagda konsumsi. PP ini
mengadopsi sebagaian dari prinsip-prinsip dan geessdl yang terkandung
dalam FCTC.

Kerangka Kerja Konvens Pengendalian Tembakau (Framework
Convention On Tobacco Control)

Kerangka Kerja Konvensi Pengendalian Tembakau hdadgjanjian
negosiasi pertama di bawah Badan Kesehatan DuWarld Health
OrganizatiodWHO). Kerangka Kerja Konvensi Pengendalian Tembaika
adalah perjanjian dasar mengenai aturan setiajg oremgenai standar yang
tinggi terhadap kesehatan.

Konvensi ini mulai berlaku secara internasionatlgp@7 Februari
2005 yaitu 90 hari setelah disetujui, ratifikastedma, atau disetujui oleh 40
Negara. Dan FCTC sekarang sudah menjadi Hukumnbwermnal karena
sudah di ratifikasi oleh lebih dari 40 Negara.

Kerangka Kerja Pengendalian Tambak&uatnewok Convention on
Tobacco Contrgl terdiri dari Mukadimah, 11 Bab, 38 Pasal danragaan
tentang Asal mula lahirnya FCTC dan sejarah FCTE&gidh awal berisi
tentang Preambule atau mukadimah yang berisi tentang pengakuan,

penggambaran dan komitmen para peserta konvensi.



Alasan Pemerintah Belum Meratifikass Kerangka Kerja Konvens

Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco

Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia iRaging belum
meratifikasi FCTC® Amerika serikat juga merupakan salah satu negamng y
belum meratifikasi FCTC hingga sekaraéngAmerika Serikat enggan
meratifikasi konvensi tersebut karena mempunyaieképgan ekonomi
dengan tembakau sebagai bahan dasarnya. Prodoitsikau telah menjadi

industri yang berkembang pesat dan menghasilkadapatan yang besar

Penulis mencoba menelaah yang menjadi alasan Reatemdonesia

belum meratifikasi FCTC dengan membandingkan denggara-negara lain.

Indonesia merupakan negara dengan status sebagarane
produsen tembakau terbesar di dunia, bahkan pddan t2007,
Indonesia berada pada peringkat ke-6 sebagai npgadasen daun
tembakau terbesar di durffakontribusi industri tembakau dan rokok
dapat dilihat dari dua siéi. Pertama konstribusi terhadap Produk

Domestik Bruto (PDB). Kedua, dari sisi penerimaagara melalui

Peran komoditas tembakau yang cukup nyata dalam
perekonomian nasional adalah sebagai sumber paasrinegara dan
cukai. Nilai penerimaan dari cukai yang dari tatkentahun terus
meningkat, yaitu dari Rp.11,1 triliun pada tahu®@2@enjadi sekitar

20 http://www.who.int/fctc/signatories_parties/enfind html (terakhir diakses, 20 Desember

5.
Control/FCTC)
bagi Amerika Serikat.
Alasan-alasan tersebut adalah:
a. Alasan Ekonomi
cukai rokok.
2012)

2 Herjuno Ndaru Kinasitet.al, Op.Cit., Hal.168
22 Herjuno Ndaru Kinasiret.al, Op.Cit, Hal.71
% bid., Hal.76



Rp.51 triliun pada tahun 2008 dan 60,7 triliun padbun 2011,
peningkatan yang sangat besar.

Penerimaan negara dari cukai tembakau terbilangarbes
dibandingkan dengan penerimaan dari sektor sunmdpg dlam non-
migas seperti pertambangan umum, kehutanan, peankaulan
pertambangan panas bumi. Nilai pendapatan cukabORp.triliun
hampir lima kali lipat dari pendapatan sumber dalgan diluar migas
yang sebesar Rp. 12,9 triliun. Bahkan penerimaakaichampir
separuh dari seluruh pendapatan negara yang d¢pedali eksploitasi
migas.

b. Alasan Tenaga Kerja dan Lapangan Pekerjaan.

Bisnis tembakau merupakan bisnis besar yang mkdibat
berbagai aktor diberbagai negara. Berdasarkan bd&anational
Labour Organization(lLO) di Indonesia terdapat 24 juta jiwa yang
bergantung pada industri hasil tembakaetani merupakan salah
satu pihak yang paling berperan penting dan digmgghak yang
paling lemah di “rantai makanan” industri tembakau.

Selain akan hilangnya lapangan pekerjaan bagamibadustri
kecil dan menengah yang hidup dari tembakau, peguream sosial
dan ekonomi nasional juga akan terhenti. Indugtcilkdan menengah
tidak hanya menghidupi jutaan masyarakat yangbtdridalam mata
rantai industri, melainkan juga secara tidak langsmenggerakkan
perekonomian nasional secara keselurdfan.

C. Alasan Budaya dan Sejarah

Kretek merupakan rokok tradisional yang dibuat i dar
tembakau, kuncup cengkeh, dan bumbu “saus” bailkg ydibuat
tradisional oleh tangan maupun oleh mesin. Jekiskroni merupakan
satu-satunya yang diproduksi di dunia oleh Indand3an jenis rokok

24 \Wisnu Brata, Op.Cit., Hal.101
% |bid., Hal.132
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ini pun menggunakan tembakau dengan kualitas yarigpik yang
hanya dapat dihasilkan di daerah tertentu di Insi@ané&ehingga dapat
dilihat bahwa kretek menjadi budaya Indonesia.

Tidak hanya kontribusinya kepada pendapatan nggara
dinamika sosial-budaya-ekonomi masyarakat Indongsia tidak
terlepas dari peran kretek. Kretek menjadi enttasy menjadi harta
karun bagi para pencari kekayaan di seluruh disai@na nilai

ekonomi dan budayanya yang sangat tinggi.

Konsekuenss Hukum Bagi Negara yang Meratifikass Framework
Convention On Tobacco Control/FCTC
a. China

China merupakan negara produsen tembakau terkisatunia.
Industri tembakau China menghasilkan rokok untukyorigas konsumsi
dalam negeri. Rokok merupakan komoditas yang tilata menjadi bagian
dari budaya China. China menjadi negara dengaruperdtembakau terbesar
di dunia. Tercatat pada tahun 2011, China mempidekih dari 2,3 triliun
batang rokoK®

China meratifikasi FCTC pada tanggal 11 Oktober0520dan
melaksanakannya pada tanggal 9 Januari 2006. Swahapir 7 tahun China
meratifikasi FCTC ke dalam hukum nasionalAy&urvei CDC China pada
tahun 2010 menyatakan bahwa jumlah perokok umuaiidn lebih di China
sebesar 52,9%, sama dengan jumlah di tahun 200#h leuruknya lagi,
jumlah perokok anak-anak meningkat selama FCTC plgmentasikan di

China?®

2013)

% Herjuno Ndaru Kisasitet.al., Op.Cit.Hal.46
27 www.who.int/fctc/signatories_parties/en/index.hiperakhir diakses pada 22 Mei 2013)
28 http://www.princeton.edu/~pcglobal/conferences/Ginkpdf (terakhir diakses pada 23 Mei
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Walau sudah diratifikasinya FCTC yang berfungsi tukn
mengendalikan tembakau, industri tembakau Chinap téerkembang dan
terus tumbuh. Sehingga FCTC hanya dijadikan selmgaagar China dapat
menyampaikan kepentingannya di dalam perjanjiaermaisional tersebut.
China memiliki beberapa kepentingan di dalam FCTRertama China
memanfaatkan norma internasional tersebut untuk biokin perdagangan
liberal produk tembakau sehingga dapat mempertamaskatus monopoli
perdagangan tembakau domestik Chikeadug China ingin memanfaatkan
FCTC untuk menyelesaikan permasalah perdagangap.gkktiga, aturan
yang di tetapkan di dalam FCTC jika diimplementasikmaka akan
menguntungkan perkembangan ekonomi China jangkarmgf

b. L uksemburg

Luksemburg adalah anggota Uni Eropa yang merupakgara kecil
dengan luas sekitar 2.600 kilometer persegi. Luksegy merupakan salah
satu negara di Eropa yang menanam tembakau mestahjoya sedikit
(kurang dari 0,1% dari seluruh total produksi psiga Uni Eropa). Meskipun
di Uni Eropa terdapat wacana tembakau dan rokakshdikenai pajak tinggi,
hanya Luksemburg, Prancis, dan Belgia yang menarepla. Negara dengan
tingkat konsumsi dan produksi rokok yang tinggirakaenolak kebijakkan

itu, seperti Jerman, Italia dan Yundhi.

Kebijakan cukai rokok yang tinggi akan mengunkarg
perekonomian Luksemburg perekonomian Luksemburgsudgnya dalam hal
pajak. Konsumen rokok di Luksemburg kebanyakan rbegmrga asing.
Pendapatan Luksemburg dari cukai rokok sangatitimggncapai 2,08% dari
PDB. Selain mendapatkan keuntungan dari warga agargy melintas,

Luksemburg juga memperoleh keuntungan dari bismsbakau dari

29 i
Ibid.,
%0 Herjuno Ndaru Kinasiket.al., Op.Cit.Hal.101
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limpahan cadangan produksi tembakau negara tetapggterutama Jerman
dan Prancis.

Luksemburg belum menerapkan sepenuhnya aturangenan
kawasan bebas rokok, seperti negara-negara drasgkat misalnya Belgia.
Hal ini untuk memfasilitasi Luksemburg sebagai magdransit yang
memungkinakn warga asing atau wisatawan untuk ro&rk

7. Dampak Negatif Kerangka Kerja Konvensi Pengendalian Tembakau
(Framework Convention On Tobacco Control) bagi Indonesia sebagai
Negarayang Belum Meratifikasi.

Ekspor Impor terkait erat dengan perdagangar aeigara. Tentunya
hal tersebut berhubungan erat dengan perekonornaiarhabungan bilateral
suatu negara dengan negara lain. Dengan tidakfieainya FCTC, maka
akan berimbas kepada ekspor dan impor IndonesitajMan tentunya tidak
akan berpengaruh signifikan bagi ekspor impor Iede namun hal itu akan
menyebabkan banyaknya terdapat tindak kecurandamdsekspor dan impor
tembakau dan produk hasil tembakau.

Karena di dalam FCTC terdapat aturan mengenajgteran tentang
perdagangan gelap dan ilegal bagi perdagangan kaabalan produk hasil
tembakau. Dalam ayat 15 FCTC mengharuskan par& gddam konvensi ini
mengambil langkah untuk memberantas semua bentdagengan ilegal,
termasuk pemalsuan, dan menyatakan bahwa kerja sasmanal, regional,
dan global dalam masalah ini adalah komponen pgrtakam pengendalian
tembakaut?

Perdagangan gelap dan ilegal tersebut dapat rkarugegara dari
sektor pendapatan negara. Karena produk-produkbtgrsnasuk ke pasar

*bid., Hal.102
*http://www.sampoerna.com/id_id/tobacco_regulatidrtvis_illicit_trade/pages/what_is_il
licit_trade.aspx (terakhir diakses pada 23 Mardt320
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Indonesia tanpa sepengetahuan negara yaitu demgn membayar bea
masuk, cukai ataupun PPN (Pajak Pertambahan Nsa&iljngga negara
mengalami kerugian dari tindakan tersebut. Terdatat penerimaan negara
dari cukai hasil tembakau yaitu berjumlah Rp64|Ritr pada tahun 201%

Konvensi ini mempunyai tujuan untuk mempromosikedup sehat
tanpa adanya asap rokok bagi masyarakat. Karengalbgrenelitian yang
menunjukkan bahwa angka kematian karena rokok s#éingai. Oleh karena
itu mempunyai korelasi erat dengan perlindunganaregintuk‘right to
life’.3* Hak atas hidup juga terkait dengan kondisi yangsaibangun oleh
satu negara untuk menghindari masyarakatnya damatian karena sesuatu
yang bisa dicegah, seperti misalnya mengendaliddamkrdan sebagainya.

Dengan tidak meratifikasi FCTC, membuat tingka¢sdhatan
Indonesia lebih rendah dibandingkan negara lainarDaFCTC terdapat
pengaturan tentang kesehatan, terutama terhadagamalest, anak-anak dan
lingkungan®®

Pengakuan yang di dapat oleh suatu negara dagaraelain
berhubungan erat dengan pergaulan yang dilakukah sliatu negara di
dalam dunia internasional. Dengan aktifnya suatgare di dalam dunia
internasional, maka pergaulan negara tersebutgkga semakin meningkat
dengan negara lain maupun didalam organisasi edémal. Hal itu akan
berdampak mudahnya suatu negara untuk membuat sp@tanjian
internasional serta kerja sama lainnya yang menggkan bagi negara

tersebut.

33 APBN 2012, UU No. 22/2011 APBN-P : APBN 2011 Perodn dalam
http://www.sampoerna.com/id_id/tobacco_regulatiaggs/tobacco_taxation_system_in_indonesia.as
px (terakhir diakses pada 23 Maret 2013)

3 Ifdal Kasim, Ketua Komnas HAM dalam m.voaindonesian/1516665.html (terakhir
diakses pada 12 Februari 2013)

% Abdillah Hasan, Peneliti Lembaga Demografi Uniitassindonesia (LDUI) dalam
www.beritasatu.com/mobile/bisnis/50164-belum-rkéfii-konvensi-tembakau-ri-diabaikan-forum-
global.html (terakhir diakses pada 12 Februari 2013
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Sehingga dengan tidak di ratifikasinya FCTC olpbmerintah
Indonesia, Indonesia mendapat kerugian dalam hwaumgateral dengan
negara lain terutama negara yang sudah meratifi@$C ataupun organisasi
internasional. Indonesia dapat dikucilkan oleh n@d¢min dalam hal pergaulan
internasional. Karena Indonesia merupakan negang yeut serta aktif di
dalam FCTC dari awal hingga akhir pembahasan.

Indonesia pun juga akan dikucilkan di dalam foiaternasional yang
membahas kesehatan terutama yang berkaitan dengagernualian
tembakau. Indonesia pun dikatakan akan merendaldkan menyabotase
upaya pengendalian tembakau yang dilakukan susgbhpaleh negara-
negara lain. Hal itu karena terbuka kemungkinaromedia menjadi simpul
penting beredarnya tembakau yang akan masuk keraiamggara lainnya,

dengan kata lain menciptakan lingkungan merugikeag kawasan.

Dampak Positif Kerangka Kerja Konvensi Pengendalian Tembakau
(Framework Convention On Tobacco Control) bagi Indonesia sebagai
Negara yang Belum Meratifikas

Dengan adanya dampak pengendalian tembakau séched igelalui
FCTC berdampak terhadap pengembangan Industri Hiasibakau (IHT).
Dalam pengembangan IHT di dalam negeri, pemeribahamastakeholder
terkait telah menyusun roadmap IHT 2007-2020 dengaaritas untuk
jangka menengah (2010-2015) pada aspek penerirkasehatan, dan tenaga
kerja, sedangkan untuk jangka panjang (2015-2020lkakesehatan menjadi
prioritas yang lebih dibandingkan aspek peneriniamtenaga kerja. Selain
itu, produksi rokok pada tahun 2020 dibatasi maks@60 miliar batang.

Indonesia dalam industri tembakau masuk ke ddl@nbesar negara
produsen tembakau dengan produksi mencapai 12Qatbper tahun, yang

artinya tembakau telah menjadi aset sumber daya gng memiliki nilai
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kompetitif di pasar globaf FCTC dianggap beberapa pihak hanya untuk
kepentingan tata niaga perusahaan besar yang ngerigin pasar tembakau
dunia dan secara otomatis peraturannya akan memngigcusahaan kecil dan
menengah di bidang tembakau.

Indonesia tidak akan terikat dengan aturan-atdedlam FCTC yang
menganjurkan untuk mengurangi produksi tembakau denggantinya
dengan tanaman lain. Dengan begitu, Indonesiapwihretap memproduksi
tembakau untuk produksi dalam negeri dan untukagkisp luar negeri dalam
bentuk tembakau mentah maupun produk hasil tembakau

Terdapat beberapa pasal di dalam FCTC yang akamggancam
industri hasil tembakau dalam negeri, yaitu pasdll dan 13 FCTC. Pasal 8
mengatur tentang kawasan bebas asap rokok, Pasaiehgatur tentang
Kemasan dan Pasal 13 mengatur tentang Periklanan.

Industri-industri hasil tembakau dalam negeri rakiztap dapat
berproduksi walaupun Amerika Serikat sebagai reegengimpor kretek
Indonesia terbesar sudah melarang impor rokok kretelalui Family
Smoking Prevention Tobacco Aghun2009. Walaupun begitu, Industri hasil
tembakau dalam negeri masih tetap menjadi salah isdustri vital bagi
perekonomian nasional dan ikut menyumbang pendap@&doesar untuk
APBN.*’

Tembakau dari kretek juga merupakan sejarah akgiat Indonesia.
Kretek merupakan produk asli buatan Indonesia dansatunya hanya ada di
Indonesia. Rokok kretek yang merupakan salah sgiudayaan di Indonesia
akan terancam hilang seiring dengan banyaknya ratyeng melarang
produksi, konsumsi dan peredaran rokok kretek dohesia maupun seluruh
dunia. Dengan tidak diratifikasinya FCTC, rokoktkle masih menjadi salah

satu kebudayaan yang dapat diproduksi, konsumsi didistribusi di

% Okta Pinanjaya dan Waskito Giri Buslihat Kapitalisme Global: Selingkuh Industri
Farmasi dengan Perusahaan Rokok Afslonesia Berdikari, Jakarta, 2012. Hal.12
¥ Ibid., Hal.XIV
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Indonesia. Sehingga walau kretek tidak dapat lagisding di tingkat
internasional dengan adanya peraturan FCTC, krateth dapat bersaing di
tingkat nasional karena Indonesia pun belum méwasi FCTC hingga
sekarang.

Dalam Pasal 28 A Undang-Undang Dasar menjelafieayaimana
setiap warga negara berhak untuk hidup dan menmasitan hidup dan
kehidupannya. Tentunya Pasal ini melindungi wargaggananya untuk
mempertahankan hidup dan kehidupannya. Para piusad paling dirugikan
dengan FCTC adalah para pihak di usaha tembakaseldor kecil dan
menengah yang akan kehilangan penghidupannya gehidpk dapat lagi
dapat mempertahankan hidupnya. Apalagi di Indonedia wilayah
Temanggung yang mana wilayahnya hanya dapat difashemgan tembakau
yang akan tumbuh dengan baik dibandingkan tanamianyla® Tentunya
dengan diratifikasinya FCTC, maka FCTC bertentandangan Undang-
Undang Dasar.

Pasal 33 ayat 4 menyebutkan bahwa perekonomiasionaé
diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomigadenprinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutanyawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbanganjkamadan kesatuan
ekonomi nasional. Tentunya pasal ini juga berteggardengan FCTC jikalau
hal tersebut jadi di ratifikasi. Karena FCTC dapahembuat
ketidakseimbangan ekonomi nasional.

Terdapat keuntungan dari tidak diratifikasinyaTlE&Coleh Indonesia.
Yaitu, Indonesia tidak perlu membayar suatu iurajlwbagi anggota yang
terdaftar menjadi anggota FCTC. Dengan tidak nféw@si FCTC, secara
otomatis tidak menjadi anggota FCTC sehingga tmkaku terikat dengan hak
dan kewajiban yang terdapat di dalam FCTC.

38 Wisnu Brata, Op.Cit., Hal.5
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Penutup
Kesimpulan

Framework Convention on Tobacco Contathu FCTC merupakan
suatu perjanjian internasional yang mewadahi negegara untuk membatasi
penggunaan tembakau untuk tujuan kesehatan. Indobekim meratifikasi
FCTC hingga sekarang. Walaupun Indonesia belum tifikaai FCTC,
Indonesia tetap mendapatkan dampak positif dan atiedari belum
diratifikasinya FCTC dari segi ekonomi, budaya,itgoldalam negeri dan
politik luar negeri.

Dampak negatif dari belum diratifikasinya FCTC dseigi ekonomi
yaitu meningkatnya perdagangan ilegal tembakau ahedan produk hasil
tembakau. Dari segi budaya, Indonesia tidak menlapadampak negatif
dari belum diratifikasinya FCTC. Dari segi politdalam negeri, Indonesia
mendapatkan dampak negatif yakni rendahnya penigaiuterhadap hak atas
kesehatan. Dari segi politik luar negeri, Indonesiandapatkan dampak
negatif yakni dikucilkannya Indonesia dari dunidemasional yang terkait
dengan pengendalian tembakau.

Dampak positif dari belum diratifikasinya FCTQblIndonesia dalam
segi ekonomi yaitu pengembangan Industri Hasil Tatab (IHT) di
Indonesia; terjaganya produksi tembakau dalam neg¢etap terjaganya
industri hasil tembakau dalam negeri. Dari segidyadyaitu tetap terjaganya
rokok kretek. Dari segi politik dalam negeri yatidak bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Dari selifikptuar negeri
yaitu Indonesia tidak terdaftar jadi anggota FCT&hg dengan otomatis
Indonesia terbebas dari segala macam biaya biayahaus dibayarkan jika
menjadi anggota.

Saran

FCTC sudah berlaku sejak tanggal 27 Februari 200fggh

sekarang. Namun Indonesia belum meratifikasi FCEGtunya dengan
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berbagai macam pertimbangan. Setelah melihat sejsar FCTC dapat
memberikan perlindungan bagi kesehatan atas tembdda keefektifannya
di dalam penerapan serta dampak yang besar bagkgmermian nasional,
maka penulis dalam hal ini menyarankan agar pemadrintetap tidak
meratifikasi FCTC yang lebih banyak memiliki dampag&gatif daripada
positif jika diratifikasi.

Penulis memberikan solusi agar pemerintah Indanestap
membuat suatu aturan tersendiri yang bersifat nabiontuk mengendalikan
tembakau. Seperti halnya China dan Amerika Segkaty membuat aturan
sendiri mengenai pengendalian tembakau yang mahatehsebut tidak
merugikan perekonomian nasionalnya namun juga dapatgendalikan
tembakau secara efektif. Indonesia dalam hal pefaiam tembakau
mengikuti Amerika Serikat yang mana tidak merasfkaCTC dan kemdian
membuat aturan sendiri mengenai penengedalian fembaserta tata
niaganya. Indonesia dapat membuat langkah langkategis seperti yang di
lakukan oleh Amerika Serikat dengan membuat atyaagy khusus mengatur
tentang industri tembakau dalam negeri yang temtumenguntungkan

industri dalam negeri.
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